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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), Penanaman Modal Asing (PMA), Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK), serta jumlah penduduk sebagai variabel kontrol terhadap tingkat 

kemiskinan di Pulau Jawa. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data 

panel dengan pendekatan Fixed Effect Model guna melihat hubungan antarvariabel 

dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antarprovinsi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, 

sehingga peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup 

masyarakat terbukti mampu menekan tingkat kemiskinan. Sementara itu, PMA 

tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang 

mengindikasikan bahwa investasi asing belum sepenuhnya mampu menyentuh 

kelompok masyarakat miskin atau belum optimal dalam menciptakan pemerataan 

kesejahteraan. Variabel TPAK juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan, yang mengisyaratkan bahwa meningkatnya partisipasi tenaga 

kerja belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan dan 

pendapatan. Jumlah penduduk sebagai variabel kontrol juga tidak memberikan 

pengaruh signifikan, meskipun secara teoritis berkaitan dengan dinamika 

kemiskinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas sumber 

daya manusia merupakan faktor paling penting dalam menurunkan kemiskinan di 

Pulau Jawa. Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pembangunan 

sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan IPM melalui penguatan sektor 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung 

pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. 

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Penanaman Modal Asing, TPAK, 

jumlah penduduk, kemiskinan, data panel. 

  



xxiv 
 

ABSTRACT 

 

 This study aims to analyze the influence of the Human Development Index 

(HDI), Foreign Direct Investment (FDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), 

and population as a control variable on poverty levels in Java Island. The analysis 

was conducted using panel data regression with a Fixed Effect Model approach to 

capture variations across provinces and over time. The findings indicate that HDI 

has a negative and significant effect on poverty, implying that improvements in 

education, health, and living standards effectively contribute to reducing poverty. 

Meanwhile, FDI does not show a significant effect on poverty, suggesting that 

foreign investment has not been fully optimal in supporting poverty reduction or 

has not yet created inclusive economic benefits for the poor. LFPR also does not 

demonstrate a significant effect, indicating that increased labor participation has 

not been sufficiently followed by improvements in job quality and income levels. 

Population as a control variable does not significantly affect poverty, although 

theoretically it remains related to demographic and economic dynamics. Overall, 

this study highlights that human capital quality is the most crucial factor in reducing 

poverty in Java Island. These findings imply that development policies should focus more 

on strengthening human development through improvements in education, health services, 

and community welfare in order to support sustainable poverty reduction. 

Keywords: Human Development Index, Foreign Direct Investment, Labor Force 

Participation Rate, population, poverty, panel data. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam 

pembangunan ekonomi yang bersifat kompleks dan multidimensi. 

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi 

juga mencakup ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan 

dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Menurut Rahman 

et al. (2019), kemiskinan bersifat multidimensi karena berkaitan dengan 

keterbatasan ekonomi, politik, sosial budaya, serta partisipasi dalam 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat 

dipisahkan dari faktor struktural dan sistemik yang membentuk kondisi 

kehidupan masyarakat. 

 Selain itu, kemiskinan juga sering bersifat struktural. Rarasati 

(2007) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural muncul karena kelompok 

masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, 

termasuk modal dan kredit, sehingga mereka tidak mampu meningkatkan 

kesejahteraan meskipun terdapat peluang pembangunan. Kemiskinan 

merupakan salah satu masalah struktural yang dihadapi oleh hampir semua 

negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara makroekonomi, 

kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, 

tetapi juga oleh ketidakseimbangan dalam pembangunan, keterbatasan 
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kesempatan kerja, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. 

Untuk memahami kemiskinan secara lebih komprehensif, dapat dilihat dari 

tiga dimensi utama, yaitu dari sisi investasi asing atau penanaman modal 

asing (PMA), dari sisi ketenagakerjaan melalui tingkat partisipasi angkatan 

kerja (TPAK), dan dari sisi kesejahteraan masyarakat melalui indeks 

pembangunan manusia (IPM). Ketiga indikator tersebut saling berkaitan 

dalam menjelaskan bagaimana perekonomian suatu wilayah dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 

 Penelitian ini memiliki sejumlah kebaruan yang membedakannya 

dari penelitian-penelitian terdahulu. Kebaruan pertama terletak pada 

pendekatan analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan 

kemiskinan, di mana penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu atau dua 

variabel sebagaimana dilakukan penelitian sebelumnya, tetapi 

mengintegrasikan Indeks Pembangunan Manusia, Penanaman Modal 

Asing, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan dalam satu 

model regresi panel. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa 

kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh 

kualitas sumber daya manusia, investasi, dan struktur tenaga kerja (Todaro 

& Smith, 2015). Kebaruan kedua yaitu penempatan jumlah penduduk 

sebagai variabel kontrol, bukan sebagai variabel utama. Penempatan 

variabel ini bertujuan mengendalikan pengaruh faktor demografis sehingga 

estimasi pengaruh IPM, PMA, dan TPAK terhadap kemiskinan menjadi 
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lebih akurat dan bebas bias, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian 

ekonomi pembangunan modern (Gujarati & Porter, 2009)  

 Kebaruan ketiga terletak pada fokus wilayah penelitian yang secara 

khusus menyoroti Pulau Jawa. Pulau ini merupakan pusat ekonomi nasional 

dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia dan penerima PMA 

terbesar, namun pada saat yang sama tetap menyumbang jumlah penduduk 

miskin yang besar dan menunjukkan disparitas kesejahteraan antarwilayah 

(BPS, 2024). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada skala 

nasional atau provinsi secara umum tanpa memberikan perhatian khusus 

pada karakteristik geografis dan struktural Pulau Jawa. Oleh karena itu, 

penelitian ini memberikan kontribusi baru secara kontekstual melalui 

analisis mendalam mengenai faktor-faktor penentu kemiskinan di wilayah 

yang secara ekonomi maju namun masih menghadapi tantangan kemiskinan 

regional (BPS, 2024; Suryahadi et al., 2012). Dengan demikian, penelitian 

ini menghadirkan kebaruan dari sisi fokus kajian, pendekatan variabel, serta 

landasan metodologis yang digunakan. 
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Gambar 1. 1 Tiga Pulau dengan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2014-2023 

(Ribuan) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2024 

 Berdasarkan gambar 1. 1 data kemiskinan menurut pulau dari tahun 

2014 hingga 2023, terlihat bahwa Pulau Jawa secara konsisten memiliki 

jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan pulau lainnya. Pada 

tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Jawa mencapai 2.523,962 ribu jiwa 

dan terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun sempat 

menurun hingga 2.092,65 ribu jiwa pada tahun 2019, angka tersebut 

kembali meningkat menjadi 2.458,673 ribu jiwa pada tahun 2020, yang 

kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Setelah 

itu, jumlah penduduk miskin di Jawa perlahan menurun lagi hingga 

mencapai 2.265,548 ribu jiwa pada tahun 2023. 

 Sementara itu, Pulau Sumatra menempati urutan kedua dengan 

jumlah penduduk miskin yang juga cukup besar namun jauh lebih rendah 

dibandingkan Jawa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Sumatra 
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tercatat 607,042 ribu jiwa dan terus mengalami penurunan hingga tahun 

2019 menjadi 577,241 ribu jiwa. Meski pada tahun 2020 sempat naik 

menjadi 606,619 ribu jiwa, tren berikutnya menunjukkan penurunan yang 

cukup konsisten hingga mencapai 555,907 ribu jiwa pada tahun 2023. 

 Pulau Kalimantan memiliki jumlah penduduk miskin terendah di 

antara ketiganya. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 203,252 ribu jiwa dan 

mengalami penurunan relatif stabil dari tahun ke tahun. Walaupun sempat 

meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 195,082 ribu jiwa, secara umum 

jumlah penduduk miskin di Kalimantan menunjukkan tren penurunan 

hingga mencapai 190,676 ribu jiwa pada tahun 2023. 

 Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa menjadi 

wilayah dengan beban kemiskinan terbesar di Indonesia sepanjang periode 

2014–2023, diikuti oleh Sumatra dan Kalimantan. Meskipun terjadi 

fluktuasi, tren umum dari ketiga pulau menunjukkan adanya penurunan 

jumlah penduduk miskin, menandakan perbaikan kondisi ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. 

 Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi 

di Indonesia selama periode 2014–2023. Berdasarkan data yang tersedia, 

jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai angka yang jauh lebih 

besar dibandingkan pulau-pulau lain seperti Sumatra dan Kalimantan. Pada 

tahun 2014 tercatat sebanyak 2.523,962 ribu jiwa, dan meskipun sempat 

mengalami penurunan hingga 2.092,65 ribu jiwa pada tahun 2019, angka 

tersebut kembali meningkat pada masa pandemi tahun 2020 sebesar 
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2.458,673 ribu jiwa. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pulau Jawa masih 

menghadapi tantangan besar dalam menekan tingkat kemiskinan secara 

berkelanjutan, meskipun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan 

daerah dengan infrastruktur paling maju di Indonesia. 

 Fenomena ini menarik untuk diteliti karena adanya paradoks antara 

tingkat pembangunan ekonomi dan masih tingginya angka kemiskinan di 

Pulau Jawa. Sebagai pusat industri, perdagangan, dan pemerintahan, 

seharusnya Pulau Jawa memiliki kemampuan lebih besar dalam mengurangi 

kemiskinan dibandingkan wilayah lain. Namun, ketimpangan distribusi 

pendapatan, urbanisasi yang tinggi, serta tingginya tingkat pengangguran 

terselubung justru memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi 

masyarakat (Suryahadi & Sumarto, 2020). Selain itu, laju pertumbuhan 

penduduk yang cepat juga menambah tekanan terhadap lapangan pekerjaan 

dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat (Tambunan, 2019). 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau 

Jawa, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan 

kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk menurunkan angka 

kemiskinan. Penelitian ini juga penting sebagai bahan evaluasi terhadap 

efektivitas program pembangunan manusia, penyerapan tenaga kerja, serta 

distribusi investasi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan di 

wilayah paling padat penduduknya di Indonesia tersebut. 
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 Dari perspektif makroekonomi, penanaman modal asing (PMA) 

berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. PMA 

berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, terutama 

ketika kapasitas investasi domestik terbatas. Investasi asing dapat 

mendorong peningkatan produktivitas, memperkenalkan teknologi baru, 

serta memperluas pasar tenaga kerja. Penelitian oleh Sari dan Utami (2021) 

menunjukkan bahwa peningkatan PMA sebesar 1% dapat menurunkan 

tingkat kemiskinan hingga 0,25% di Indonesia karena efek berganda yang 

dihasilkan terhadap lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. 

 Selain itu, Yuliani dan Saputra (2020) menemukan bahwa pengaruh 

PMA terhadap kemiskinan bersifat tidak langsung melalui pertumbuhan 

ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. Daerah dengan realisasi PMA yang 

tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena 

investasi tersebut meningkatkan aktivitas industri dan jasa modern yang 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, PMA dapat 

dianggap sebagai instrumen kebijakan yang strategis dalam mengentaskan 

kemiskinan, selama pemerintah mampu memastikan pemerataan distribusi 

manfaatnya di berbagai daerah. 
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Gambar 1. 2 Nilai Penanaman Modal Asing Pada Pulau Jawa, Sumatra dan 

Kalimantan (Triliun) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2024 

 Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan yang sangat penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan kapasitas 

produksi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta penguatan 

struktur industri. Perkembangan PMA di Indonesia selama satu dekade 

terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah 

maupun distribusi antar wilayah. Namun demikian, distribusi PMA antar 

pulau masih menunjukkan ketimpangan yang cukup nyata, di mana Pulau 

Jawa masih menjadi tujuan utama investasi asing dibandingkan Sumatra dan 

Kalimantan. 

 Berdasarkan data PMA tahun 2014–2023 dalam satuan triliun 

rupiah, terlihat bahwa Pulau Jawa secara konsisten menjadi wilayah dengan 

realisasi PMA tertinggi. Pada awal periode, yaitu tahun 2014–2015, PMA 
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di Jawa berada pada kisaran 34,60 triliun rupiah, relatif stabil dibandingkan 

pulau lainnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 

menjadi 33,12 triliun rupiah dan kembali berfluktuasi hingga tahun 2019, 

Jawa tetap mempertahankan dominasinya sebagai pusat investasi asing. 

Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan PMA Jawa 

mengalami kontraksi cukup dalam hingga turun menjadi 30,26 triliun 

rupiah. Namun, pasca-pandemi, PMA kembali menunjukkan pemulihan 

yang sangat kuat, yaitu meningkat menjadi 31,55 triliun rupiah pada 2021, 

melonjak menjadi 43,26 triliun rupiah pada 2022, dan mencapai puncaknya 

pada 53,61 triliun rupiah pada 2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa Jawa 

masih memiliki daya tarik investasi yang sangat tinggi, didukung oleh 

ketersediaan infrastruktur, pasar yang besar, dan iklim usaha yang relatif 

lebih kondusif. 

 Sementara itu, PMA di Pulau Sumatra menunjukkan pola yang 

cenderung fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat dalam 

jangka panjang. Pada periode 2014–2015, PMA Sumatra berada pada 

kisaran 5,17–5,02 triliun rupiah. Nilai ini kemudian meningkat cukup 

signifikan pada 2016–2017 hingga mencapai lebih dari 7 triliun rupiah, 

sebelum kembali mengalami penurunan pada 2018–2019. Menariknya, 

pada masa pandemi tahun 2020, PMA Sumatra justru mengalami lonjakan 

menjadi 8,32 triliun rupiah, meskipun kembali menurun pada 2021. Puncak 

PMA Sumatra terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 9,30 triliun 

rupiah, sebelum sedikit menurun menjadi 8,41 triliun rupiah pada 2023. 
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Tren ini mengindikasikan bahwa Sumatra mulai semakin diminati investor 

asing, terutama pada sektor perkebunan, pertambangan, dan industri 

berbasis sumber daya alam. 

 Adapun PMA di Pulau Kalimantan menunjukkan fluktuasi yang 

relatif lebih tajam dibandingkan dua pulau lainnya. Pada tahun 2014–2015, 

PMA Kalimantan tergolong tinggi, bahkan mencapai 15,72 triliun rupiah 

pada 2015. Namun, setelah itu terjadi penurunan yang cukup signifikan 

pada periode 2016–2019 hingga berada pada kisaran 5–7 triliun rupiah. 

Kondisi tersebut semakin melemah pada masa pandemi 2020–2021, di 

mana PMA Kalimantan berada pada titik terendah yaitu sekitar 4,36 triliun 

rupiah. Akan tetapi, pada tahun 2022–2023, PMA Kalimantan kembali 

meningkat secara signifikan hingga mencapai 11,08 triliun rupiah pada 

2023. Peningkatan ini tidak terlepas dari mulai masifnya pembangunan 

infrastruktur strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), 

serta tingginya investasi di sektor energi dan pertambangan. 

 Secara keseluruhan, data PMA tahun 2014–2023 menunjukkan 

bahwa distribusi investasi asing di Indonesia masih sangat terkonsentrasi di 

Pulau Jawa, sementara Sumatra dan Kalimantan meskipun mengalami 

peningkatan, belum mampu mengejar dominasi Jawa. Ketimpangan 

distribusi investasi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan 

antar wilayah, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, 

maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji 

lebih lanjut bagaimana peran PMA dalam mendorong pembangunan 
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ekonomi regional, khususnya kaitannya dengan permasalahan kemiskinan, 

kualitas sumber daya manusia, dan penyerapan tenaga kerja. 

 Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pengaruh 

Penanaman Modal Asing terhadap kemiskinan menjadi sangat relevan 

untuk dilakukan, khususnya dengan membandingkan dinamika PMA antar 

pulau di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerataan investasi yang lebih 

efektif guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan 

berkeadilan. 

 Kemiskinan juga dapat dilihat dari sisi pasar tenaga kerja melalui 

indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK menggambarkan 

sejauh mana penduduk usia kerja berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK 

menunjukkan semakin banyak penduduk yang produktif dan memiliki 

peluang untuk memperoleh pendapatan, sehingga dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan. Penelitian oleh Hidayat dan Puspitasari (2022) menunjukkan 

bahwa kenaikan TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia, di mana peningkatan 1% TPAK menurunkan 

kemiskinan sebesar. 

 Namun, peningkatan TPAK tidak selalu menjamin penurunan 

kemiskinan apabila kesempatan kerja yang tersedia masih didominasi sektor 

informal dengan upah rendah. Suharto dan Prasetyo (2022) menegaskan 

bahwa hubungan antara TPAK dan kemiskinan bersifat kompleks karena 
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tergantung pada kualitas pekerjaan yang diciptakan. Ketika lapangan kerja 

baru berkualitas rendah, partisipasi kerja yang meningkat justru dapat 

memperluas kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Oleh sebab itu, 

peningkatan TPAK perlu diiringi dengan kebijakan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja agar berkontribusi signifikan terhadap penurunan 

kemiskinan. 

 Dari sisi kesejahteraan, kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dari tiga 

aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Semakin 

tinggi IPM menunjukkan semakin baik kualitas hidup masyarakat, yang 

berimplikasi pada menurunnya kemiskinan. Penelitian oleh Putri dan 

Hasanah (2023) membuktikan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia, di mana peningkatan IPM sebesar 1 poin 

mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,32%. 
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Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia dari Pulau Jawa, Sumatra dan 

Kalimantan (Indeks) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2024 

 Berdasarkan gambar 1. 3 data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

menurut pulau dari tahun 2014 hingga 2023, Pulau Jawa secara konsisten 

mencatat nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. 

Pada tahun 2014, IPM Pulau Jawa tercatat sebesar 71,80, kemudian terus 

meningkat secara stabil hingga mencapai 76,31 pada tahun 2023. Kenaikan 

ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam aspek 

pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di Pulau Jawa. 

Peningkatan IPM ini juga menggambarkan keberhasilan pembangunan 

manusia di wilayah dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi 

tertinggi di Indonesia. 

 Sementara itu, Pulau Sumatra menempati urutan kedua dengan nilai 

IPM yang juga menunjukkan tren positif dari 68,85 pada tahun 2014 

menjadi 73,28 pada tahun 2023. Kenaikan yang terjadi cukup stabil, 
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menandakan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah 

tersebut, meskipun masih tertinggal dibandingkan Pulau Jawa. Adapun 

Pulau Kalimantan juga menunjukkan perkembangan IPM yang konsisten, 

meningkat dari 68,55 pada tahun 2014 menjadi 72,96 pada tahun 2023. 

Namun, laju peningkatannya masih relatif lebih lambat dibandingkan dua 

pulau lainnya. 

 Secara umum, peningkatan IPM di ketiga pulau ini menunjukkan 

adanya kemajuan pembangunan manusia di Indonesia selama satu dekade 

terakhir. Namun, dominasi Pulau Jawa dengan nilai IPM tertinggi 

memperlihatkan adanya ketimpangan antarwilayah yang masih nyata. 

Kondisi ini menjadi alasan kuat mengapa penelitian difokuskan pada Pulau 

Jawa. Meskipun Pulau Jawa memiliki IPM tertinggi, wilayah ini juga 

memiliki jumlah penduduk miskin dan ketimpangan sosial yang lebih besar 

dibandingkan pulau lainnya. Fenomena paradoks ini menimbulkan 

pertanyaan penting mengenai sejauh mana peningkatan IPM benar-benar 

berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat secara merata di wilayah tersebut. 

 Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara Indeks 

Pembangunan Manusia dan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa menjadi 

penting dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui 

apakah peningkatan IPM di Jawa sejalan dengan penurunan kemiskinan 

atau justru terdapat faktor struktural lain yang menghambat pemerataan 

hasil pembangunan. 
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 Selain itu, Kusnadi dan Rahmawati (2022) menekankan bahwa 

aspek pendidikan dalam IPM memiliki pengaruh paling kuat terhadap 

penurunan kemiskinan, karena pendidikan meningkatkan kemampuan 

individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih produktif dan 

berpenghasilan tinggi. Dengan demikian, peningkatan IPM dapat 

memperkuat daya saing tenaga kerja, meningkatkan pendapatan 

masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi akar dari 

kemiskinan. 

Gambar 1. 4 Jumlah Kemiskinan di Pulau Jawa (Ribuan Jiwa) 

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2025 

 Pada gambar 1. 4 menunjukan bahwa selama periode 2014 hingga 

2018, tingkat kemiskinan di enam provinsi di Pulau Jawa secara umum 

menunjukkan tren penurunan. DKI Jakarta sebagai ibu kota konsisten 

mencatat jumlah penduduk miskin yang relatif rendah, turun dari sekitar 412 

ribu orang pada 2014 menjadi 373 ribu orang pada 2018. Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar 
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juga mengalami penurunan cukup signifikan, meskipun angka absolut 

kemiskinan di ketiga daerah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan 

provinsi lain. Yogyakarta dan Banten turut memperlihatkan penurunan, 

meskipun Banten sempat mengalami fluktuasi pada 2015. Secara 

keseluruhan, periode ini menggambarkan adanya perbaikan kondisi sosial-

ekonomi serta keberhasilan awal program pengentasan kemiskinan yang 

dilakukan pemerintah. 

 Memasuki 2019, kondisi kemiskinan relatif stabil dengan tren 

penurunan yang masih berlanjut meskipun laju perbaikannya mulai 

melambat. Hal ini wajar terjadi karena setelah kemiskinan ekstrem 

berkurang, upaya penurunan berikutnya cenderung lebih sulit dicapai, 

terutama di daerah dengan jumlah penduduk besar dan keragaman sosial 

ekonomi yang kompleks. 

 Tahun 2020 menjadi titik balik yang cukup berat karena pandemi 

COVID-19 memicu peningkatan angka kemiskinan di seluruh provinsi. 

Pembatasan sosial berskala besar, penurunan aktivitas ekonomi, serta 

banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan menyebabkan lonjakan 

penduduk miskin, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Jakarta dan Banten juga merasakan dampak signifikan, terutama dari 

kontraksi sektor jasa, perdagangan, dan industri. 

 Pada periode 2021 hingga 2023, kondisi perlahan membaik seiring 

dengan pemulihan ekonomi nasional. Program bantuan sosial, dukungan 

bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta berbagai stimulus 
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pemulihan ekonomi membantu menekan kembali angka kemiskinan. 

Meskipun penurunan tersebut belum sepenuhnya mengembalikan kondisi 

ke tingkat pra-pandemi, tren yang muncul cukup positif. Jakarta 

menunjukkan pemulihan yang stabil, sementara provinsi besar seperti Jawa 

Barat dan Jawa Timur mulai berhasil menurunkan kembali jumlah 

penduduk miskin. Yogyakarta dan Banten juga mengalami perbaikan 

meskipun dengan laju yang relatif lebih lambat. Secara umum, periode 

2014–2023 menggambarkan perjalanan panjang pengentasan kemiskinan di 

Pulau Jawa, dengan fase penurunan stabil, gangguan akibat pandemi, dan 

pemulihan bertahap di tahun-tahun berikutnya. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya kemiskinan yaitu 

tingkat kesejahteraan yang bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. 

Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam 

menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebuah studi yang 

menganalisis data nasional periode 2013–2022 menunjukkan bahwa IPM 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika IPM meningkat 

melalui perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, maka 

jumlah penduduk miskin mengalami penurunan secara konsisten (The 

Development of Human and Poverty in Indonesia, 2023). Hal ini 

menegaskan pentingnya pembangunan manusia sebagai strategi 

pengentasan kemiskinan jangka panjang. 
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 Penelitian lain pada tingkat provinsi juga memperkuat temuan 

tersebut. Analisis panel di berbagai wilayah Indonesia menemukan bahwa 

peningkatan IPM di suatu provinsi berbanding lurus dengan penurunan 

angka kemiskinan di wilayah tersebut. Bahkan, meskipun terdapat variasi 

antarprovinsi karena faktor struktur ekonomi dan ketersediaan lapangan 

kerja, hasil penelitian tetap menunjukkan bahwa IPM secara parsial maupun 

simultan berkontribusi signifikan dalam menekan kemiskinan (Darma, 

Muslihatinningsih, & Adenan, 2024). Dengan demikian, IPM dapat 

dipandang sebagai salah satu variabel kunci dalam mendorong 

kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. 

 Selain itu, studi di berbagai kawasan juga menegaskan peran penting 

IPM dalam menurunkan kemiskinan. Penelitian di Kalimantan, misalnya, 

menemukan bahwa kenaikan IPM berdampak nyata terhadap berkurangnya 

tingkat kemiskinan, walaupun diperlukan dukungan pembangunan 

infrastruktur agar hasilnya lebih berkelanjutan (Heriyansyah, 2024). 

Penelitian di kawasan lain seperti Madura dan Nusa Tenggara Timur pun 

menunjukkan pola serupa, di mana peningkatan kualitas pendidikan dan 

kesehatan masyarakat melalui IPM terbukti berasosiasi dengan turunnya 

tingkat kemiskinan (Wulandari & Prasasti, 2024). 

 Lebih jauh, beberapa penelitian mencoba memisahkan pengaruh tiap 

komponen IPM terhadap kemiskinan. Hasilnya, indikator pendidikan 

seperti rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah memiliki 
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kontribusi paling besar dalam menekan kemiskinan, diikuti oleh indikator 

standar hidup yang tercermin dari pengeluaran per kapita. Sementara itu, 

indikator kesehatan juga berperan penting, meskipun efeknya lebih terlihat 

dalam jangka menengah hingga panjang (Nurcholifah, 2024). Hal ini 

memperlihatkan bahwa investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan 

tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga langsung berdampak 

pada pengurangan angka kemiskinan. 

 Secara keseluruhan, literatur menunjukkan konsistensi temuan 

bahwa IPM berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. 

Peningkatan akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, serta 

peningkatan daya beli masyarakat melalui perbaikan IPM menjadi strategi 

fundamental dalam pembangunan yang berorientasi pada pengentasan 

kemiskinan (Apriyanti & Rospida, 2024). Oleh karena itu, penguatan IPM 

dapat dipandang bukan hanya sebagai indikator pembangunan, melainkan 

juga sebagai instrumen kebijakan strategis dalam menekan tingkat 

kemiskinan. 
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Gambar 1. 5 IPM di Pulau Jawa (Indeks) 

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2025 

 Pada gambar 1. 5 tahun 2014 capaian IPM di Pulau Jawa 

menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antarprovinsi. DKI 

Jakarta mencatat IPM tertinggi, mendekati angka 79, disusul DI Yogyakarta 

yang juga sudah berada di level 77–78. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Jawa Timur masih berada pada kategori menengah, dengan 

kisaran 67–69. Banten mencatat IPM sekitar 69–70, sedikit lebih tinggi 

dibanding Jawa Tengah, tetapi masih cukup jauh tertinggal dari Jakarta dan 

DIY. Gambaran ini menunjukkan bahwa awal periode pengamatan, kualitas 

pembangunan manusia di Pulau Jawa masih sangat bervariasi. 

 Pada 2015, tren peningkatan IPM mulai terlihat di seluruh provinsi. 

Jakarta dan DIY tetap menjadi dua daerah dengan capaian tertinggi, bahkan 

semakin mendekati kategori sangat tinggi. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan perbaikan, meskipun kenaikannya 
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masih terbatas pada kisaran 0,3–0,4 poin. Banten pun mulai menunjukkan 

tren positif, terutama di wilayah perkotaan yang mendorong kenaikan rata-

rata provinsi. Memasuki 2016, peningkatan IPM lebih merata. DKI Jakarta 

berhasil mendekati angka 80, sementara DIY terus menguat dengan capaian 

sekitar 78–79. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih 

pada posisi menengah, namun perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan 

mulai terlihat dari kenaikan yang stabil. Disparitas antarwilayah dalam satu 

provinsi masih cukup besar, terutama di Banten dan Jawa Barat. Pada 

2017, seluruh provinsi di Jawa mencatatkan tren positif. Jakarta berhasil 

mencapai IPM di atas 80, menandai keberhasilan dalam meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. DIY juga semakin mendekati angka tersebut. 

Sementara itu, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

dan Banten terus mengalami peningkatan, rata-rata sudah mencapai 70–71. 

Hal ini menunjukkan upaya pembangunan manusia mulai terasa hasilnya. 

 Tahun 2018 menjadi periode yang mempertegas gap antara 

kelompok provinsi dengan IPM tinggi (DKI dan DIY) dengan provinsi lain 

yang masih berproses menuju level lebih tinggi. Jakarta dan Yogyakarta 

semakin kokoh di atas 80 dan 79, sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, dan Banten sudah mulai masuk ke kisaran 71–72. Meskipun 

demikian, ketimpangan antarwilayah dalam satu provinsi tetap menjadi 

tantangan. Pada 2019, seluruh provinsi di Jawa mencatatkan kenaikan IPM 

yang relatif konsisten. DKI Jakarta menguat di atas 81, sementara DIY juga 

mulai menembus angka 80. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 
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menunjukkan capaian sekitar 72, sedangkan Banten sedikit lebih tinggi dari 

rata-rata tersebut. Tahun ini menjadi titik penting karena seluruh provinsi 

menunjukkan konsistensi dalam peningkatan pembangunan manusia. 

 Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada pembangunan 

manusia. Pada 2020, meskipun IPM tetap meningkat, laju kenaikannya 

melambat di semua provinsi. Jakarta dan DIY masih tetap unggul di atas 80, 

namun kenaikan relatif tipis dibanding tahun sebelumnya. Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, dan Banten tetap berada di sekitar 72–73, 

menunjukkan bahwa pandemi menekan capaian pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi masyarakat. 

 Pada 2021, tren pemulihan mulai terlihat. Jakarta berhasil menjaga 

IPM di atas 81, sementara DIY juga meningkat lebih stabil hingga 

mendekati 81. Provinsi lain, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

dan Banten, kembali menunjukkan kenaikan meskipun bertahap, berada 

pada kisaran 73. Hal ini menandakan mulai pulihnya layanan pendidikan, 

kesehatan, serta aktivitas ekonomi setelah pandemi. Tahun 2022 

mencatatkan pemulihan yang lebih kuat. Jakarta terus menanjak di atas 82, 

menjadikannya provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. DIY menyusul 

dengan capaian sekitar 81. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 

Banten juga semakin stabil di kisaran 73–74. Meskipun kesenjangan masih 

ada, tren ini menegaskan bahwa Pulau Jawa bergerak menuju peningkatan 

kualitas pembangunan manusia yang lebih merata. 
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 Pada 2023, IPM di enam provinsi Pulau Jawa mencapai titik 

tertinggi sepanjang periode pengamatan. Jakarta dan DIY sama-sama 

menembus angka 81–82, menempatkan keduanya dalam kategori sangat 

tinggi. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten 

berhasil memperbaiki capaian hingga 74–75. Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa meskipun masih ada perbedaan antarprovinsi, secara keseluruhan 

Pulau Jawa telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan 

manusia selama 2014–2023. 

 Selain Indeks Pembangunan Manusia salah satu instrumen penting 

yang diyakini dapat membantu pengentasan kemiskinan yzitu dari segi 

makroekonomi yang bisa dilihat dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau 

Foreign Direct Investment (FDI). Arus FDI tidak hanya meningkatkan stok 

modal dalam negeri, tetapi juga membawa teknologi baru, menciptakan 

lapangan kerja, serta memperkuat daya saing. Dengan demikian, masuknya 

FDI berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada 

akhirnya menurunkan angka kemiskinan. 

 Studi regional menunjukkan bukti nyata hubungan positif antara 

FDI dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Prawoto (2024), dengan 

menggunakan data panel dari 20 provinsi di Indonesia pada periode 2012–

2022, menemukan bahwa arus FDI berpengaruh signifikan dalam 

menurunkan jumlah penduduk miskin, terutama dalam jangka panjang. 

Mekanisme yang ditemukan adalah melalui jalur investasi produktif dan 

pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa 
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semakin besar aliran investasi asing yang masuk ke suatu daerah, semakin 

berkurang jumlah penduduk miskin.  

 Temuan serupa juga terlihat pada studi lintas negara di kawasan 

ASEAN. Azaria dan Sihaloho (2021) menganalisis data panel dari lima 

negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) 

selama periode 1990–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

kawasan tersebut. Selain itu, faktor pendukung seperti perkembangan sektor 

keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan juga memainkan 

peran penting dalam memperkuat dampak FDI. 

 Khusus di Vietnam, penelitian Do et al. (2021) menemukan bahwa 

arus FDI berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

penurunan kemiskinan. Secara langsung, FDI membuka lapangan kerja baru 

dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sementara secara tidak 

langsung mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan modal manusia 

di wilayah penerima investasi. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya 

sisi lain dari FDI, yakni potensi memperparah kemiskinan di daerah dengan 

keterbukaan perdagangan yang sangat tinggi. 

 Dalam konteks Indonesia, studi oleh Goh et al. (2024) 

menambahkan dimensi penting lain yaitu peran kualitas institusi. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa FDI dapat membantu menurunkan 

kemiskinan apabila didampingi dengan pengembangan modal manusia dan 

tata kelola institusi yang baik. Sebaliknya, apabila kualitas institusi rendah, 
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arus FDI tidak mampu berkontribusi optimal pada pengentasan kemiskinan. 

Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa investasi asing sering kali 

terkonsentrasi di daerah-daerah dengan infrastruktur lebih baik dan 

birokrasi yang lebih mendukung. 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa FDI memiliki peran 

penting dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia maupun kawasan 

ASEAN. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada faktor pendukung 

lain, seperti pendidikan, modal manusia, sistem keuangan, infrastruktur, dan 

kualitas institusi. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh FDI 

terhadap kemiskinan masih relevan dilakukan, terutama dengan fokus pada 

konteks Indonesia, agar diperoleh bukti empiris yang lebih spesifik terkait 

efektivitas PMA dalam membantu pengentasan kemiskinan di dalam negeri. 

 

Gambar 1. 6 PMA di Pulau Jawa (Triliun) 

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2025 

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah

Yogyakarta Jawa Timur Banten



26 
 

 

 

 Berdasarkan gambar 1. 6 enam provinsi Pulau Jawa pada periode 

2014–2023, terlihat bahwa Jawa Barat secara konsisten menjadi provinsi 

dengan nilai investasi tertinggi. Rata-rata nilai PMA Jawa Barat selalu 

mendominasi dengan tren peningkatan signifikan, terutama setelah tahun 

2021, hingga mencapai lebih dari Rp120 triliun pada 2023. Dominasi ini 

tidak terlepas dari kuatnya basis industri manufaktur, infrastruktur yang 

memadai, serta lokasi strategis yang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai 

pusat perekonomian nasional. 

 DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan nilai investasi yang 

relatif fluktuatif. Setelah mencatat lebih dari Rp68 triliun pada 2014, 

investasi sempat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19, 

namun kembali pulih pada 2023 dengan mencapai Rp73 triliun. Hal ini 

menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat investasi asing, meskipun 

sebagian investor mulai mengalihkan modal ke provinsi lain yang memiliki 

potensi pertumbuhan lebih besar. 

 Jawa Timur memperlihatkan perkembangan yang cukup dinamis. 

Pada awal periode, nilai investasi berada pada kisaran Rp27–39 triliun, 

namun sempat menurun di 2018–2019. Pemulihan mulai terlihat pada 2020, 

dan tren peningkatan terus berlanjut hingga melonjak tajam pada 2022–

2023, dengan nilai investasi mencapai Rp72 triliun. Pertumbuhan ini 

menegaskan peran Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan di 

kawasan timur Pulau Jawa. 
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 Provinsi Banten juga menunjukkan tren positif, terutama setelah 

tahun 2020. Meskipun pada 2018–2019 nilai PMA sempat menurun, 

pemulihan terjadi dengan cepat, sehingga pada 2022–2023 nilai investasi 

meningkat tajam hingga mencapai Rp67,7 triliun. Kenaikan ini berkaitan 

erat dengan berkembangnya kawasan industri di wilayah Tangerang dan 

Cilegon yang semakin menarik minat investor asing. 

 Sementara itu, Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi yang cukup 

tajam. Setelah mencatat peningkatan signifikan pada periode 2017–2019 

dengan nilai investasi di atas Rp35 triliun, penurunan kembali terjadi setelah 

pandemi, dan pada 2023 hanya mencatat sekitar Rp23,8 triliun. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah mulai menjadi alternatif tujuan 

investasi asing, daya tariknya masih kalah kuat dibanding Jawa Barat, 

Jakarta, dan Jawa Timur. 

 Adapun DI Yogyakarta selalu mencatat nilai PMA terendah di Pulau 

Jawa sepanjang periode pengamatan. Investasi asing di provinsi ini hanya 

berkisar ratusan miliar hingga sekitar Rp1–1,7 triliun, dengan fluktuasi yang 

cukup tajam dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan keterbatasan basis 

industri di Yogyakarta, di mana PMA lebih banyak berfokus pada sektor 

pariwisata, pendidikan, dan jasa kreatif. 

 Secara keseluruhan, tren PMA di Pulau Jawa menunjukkan 

peningkatan signifikan pada periode pasca-pandemi, khususnya pada tahun 

2022 dan 2023. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur masih menjadi 

magnet utama bagi investor asing, sementara Banten mulai menunjukkan 
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perkembangan pesat. Sebaliknya, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memiliki 

potensi pertumbuhan, tetapi nilai investasi yang masuk masih relatif 

terbatas. 

 Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama 

dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di berbagai provinsi 

di Pulau Jawa. Salah satu faktor yang banyak dikaji dalam hubungannya 

dengan kemiskinan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Secara teoritis, peningkatan partisipasi kerja akan memperbesar peluang 

masyarakat untuk memperoleh pendapatan, sehingga dapat menurunkan 

tingkat kemiskinan. 

 Hasil penelitian regional di Aceh yang dilakukan oleh Yurina & 

Misla (2024) menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi 

angkatan kerja di suatu daerah, semakin besar peluang penurunan 

kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan lapangan kerja 

yang mampu menyerap tenaga kerja produktif dapat menjadi faktor kunci 

dalam menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. 

 Penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas, 

Sumatera Utara oleh Pasaribu, Batubara, & Rahmani (2023) juga 

menemukan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh negatif terhadap 

tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, meningkatnya penyerapan tenaga 

kerja berkontribusi pada penurunan kemiskinan, khususnya di tingkat 

daerah. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja 
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tidak hanya penting di tingkat nasional, tetapi juga memiliki dampak nyata 

di tingkat kabupaten/kota. 

 Selain dari itu, Delviera & Amar (2024) melalui penelitian panel 

data pada 34 provinsi di Indonesia periode 2018–2022 menemukan bahwa 

TPAK secara signifikan berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan. 

Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa variabel lain seperti upah 

minimum tidak berpengaruh signifikan. Hasil tersebut memperkuat 

pemahaman bahwa kualitas penyerapan tenaga kerja jauh lebih penting 

dibanding sekadar peningkatan nominal upah minimum, sehingga 

peningkatan partisipasi angkatan kerja harus menjadi prioritas dalam 

kebijakan pengentasan kemiskinan. 

 Dalam analisis jangka panjang menggunakan model ARDL, 

Mutaqqin & Anwar (2024) juga menemukan bahwa TPAK memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Artinya, peningkatan partisipasi angkatan 

kerja mampu memberikan efek langsung dalam mengurangi kemiskinan, 

sekaligus memperlihatkan dampak berkelanjutan jika diiringi dengan 

pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

 Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa 

peningkatan partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu instrumen 

penting dalam upaya menurunkan kemiskinan, baik di tingkat nasional 

maupun regional. Namun, perbedaan kondisi ekonomi dan struktur tenaga 

kerja antarprovinsi menunjukkan bahwa pengaruh TPAK terhadap 
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kemiskinan bisa bervariasi, sehingga penting untuk melakukan kajian lebih 

mendalam pada level provinsi, khususnya di Pulau Jawa yang menjadi pusat 

perekonomian Indonesia. 

 

Gambar 1. 7 TPAK di Pulau Jawa (Persen) 

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional 2025 

 Pada gambar 1. 7 Perkembangan TPAK di DKI Jakarta selama 

2014–2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2014, 

angka partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 66,61 persen, sedikit 

menurun menjadi 66,39 persen pada 2015. Kenaikan kembali terjadi pada 

2016 dengan capaian 66,91 persen, namun kemudian merosot tajam pada 

2017 menjadi 61,97 persen. Setelah itu, tren perbaikan terjadi dengan angka 

yang relatif stabil, yaitu 63,95 persen pada 2018, 64,81 persen pada 2019, 

dan sedikit turun pada 2020 sebesar 63,81 persen. Selama masa pandemi, 

TPAK terus mengalami tekanan, hingga pada 2021 tercatat 62,63 persen. 

Namun, pemulihan mulai terlihat pada 2022 sebesar 63,08 persen, dan 
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meningkat lagi pada 2023 mencapai 65,21 persen. Pergerakan ini 

menunjukkan bahwa pasar kerja di Jakarta sangat sensitif terhadap 

guncangan ekonomi, tetapi memiliki daya pemulihan yang relatif cepat. 

 TPAK di Jawa Barat pada 2014 sebesar 62,77 persen, namun 

kemudian menurun drastis pada 2015 menjadi 60,34 persen. Kondisi ini 

sedikit membaik pada 2016 dengan 60,65 persen, lalu naik cukup signifikan 

pada 2017 mencapai 63,34 persen. Pada tahun 2018 angka ini turun tipis 

menjadi 62,84 persen, namun mengalami peningkatan berkelanjutan hingga 

64,99 persen pada 2019. Selama pandemi 2020, partisipasi angkatan kerja 

sempat turun ke 64,53 persen, tetapi mulai meningkat kembali pada 2021 

sebesar 64,95 persen dan 66,15 persen pada 2022. Tren positif ini berlanjut 

hingga 2023 dengan capaian tertinggi selama periode pengamatan, yaitu 

66,49 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas pasar tenaga kerja 

di Jawa Barat, terutama didukung oleh sektor industri dan manufaktur. 

 Provinsi Jawa Tengah secara umum mencatat tingkat partisipasi 

angkatan kerja yang relatif stabil dalam periode 2014–2023. Pada tahun 

2014, TPAK berada pada angka 69,68 persen, lalu menurun menjadi 67,86 

persen pada 2015 dan 67,15 persen pada 2016. Kondisi ini kembali 

membaik pada 2017 sebesar 69,11 persen dan stabil di kisaran 68 persen 

pada 2018–2019. Pada 2020, TPAK naik tipis menjadi 69,43 persen, dan 

tetap stabil pada 2021 dengan 69,58 persen. Tren kenaikan semakin jelas 

terlihat pada 2022 dengan capaian 70,84 persen, dan berlanjut pada 2023 

sebesar 71,72 persen. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah 
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memiliki basis angkatan kerja yang relatif mapan, terutama dengan 

dukungan sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan. 

 TPAK di DI Yogyakarta cenderung berada pada level terendah di 

Pulau Jawa, namun menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2014, 

partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 67,65 persen, kemudian naik 

menjadi 68,38 persen pada 2015. Kenaikan besar terjadi pada 2016 hingga 

71,96 persen, dan terus berlanjut pada 2017 sebesar 71,52 persen serta 73,12 

persen pada 2018. Tahun 2019 mencatat 72,72 persen, sementara pada masa 

pandemi 2020 terjadi penurunan menjadi 71,12 persen. Meski demikian, 

pemulihan cepat terjadi pada 2021 dengan capaian 73,52 persen. Angka ini 

sedikit menurun pada 2022 menjadi 72,60 persen, lalu kembali meningkat 

pada 2023 hingga mencapai 74,08 persen, yang merupakan capaian tertinggi 

sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor 

pariwisata, jasa, dan pendidikan menjadi motor utama dalam mendukung 

peningkatan partisipasi kerja di Yogyakarta. 

 Jawa Timur mencatat perkembangan TPAK yang cukup stabil 

dengan tren meningkat. Pada 2014, partisipasi angkatan kerja sebesar 68,12 

persen, kemudian sedikit menurun menjadi 67,84 persen pada 2015 dan 

turun lagi pada 2016 menjadi 66,14 persen. Pemulihan mulai terlihat pada 

2017 dengan capaian 68,78 persen dan meningkat menjadi 69,56 persen 

pada 2018. Tahun 2019 angka TPAK mencapai 69,61 persen, sebelum 

meningkat pada masa pandemi 2020 menjadi 70,33 persen. Pada 2021, 

TPAK relatif stabil sebesar 70,00 persen, kemudian naik ke 71,23 persen 
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pada 2022, dan mencapai 72,56 persen pada 2023. Stabilitas ini 

menunjukkan kuatnya fondasi pasar tenaga kerja di Jawa Timur yang 

didukung oleh sektor pertanian, industri, dan perdagangan besar. 

 Provinsi Banten memperlihatkan perkembangan TPAK yang relatif 

fluktuatif. Pada 2014, TPAK tercatat sebesar 63,84 persen, lalu menurun 

menjadi 62,24 persen pada 2015. Kenaikan terjadi pada 2016 sebesar 63,66 

persen, tetapi turun kembali pada 2017 menjadi 62,32 persen. Tahun 2018 

menunjukkan perbaikan ke angka 62,95 persen, dan berlanjut naik menjadi 

63,83 persen pada 2019. Selama pandemi 2020, TPAK masih bertahan 

dengan capaian 64,48 persen, sedikit menurun pada 2021 menjadi 63,79 

persen, lalu meningkat ke 64,72 persen pada 2022. Pada 2023, angka TPAK 

Banten sedikit menurun menjadi 64,44 persen. Fluktuasi ini menunjukkan 

adanya dinamika sektor industri dan jasa di Banten yang cukup terpengaruh 

oleh kondisi ekonomi eksternal. 

 Jika dibandingkan antarprovinsi, data menunjukkan bahwa DI 

Yogyakarta konsisten memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi 

di Pulau Jawa sepanjang periode 2014–2023. Pada tahun-tahun awal, angka 

TPAK Yogyakarta sudah melampaui 67 persen, kemudian meningkat 

signifikan hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 74,08 persen. 

Tingginya angka ini tidak lepas dari dominasi sektor jasa, pariwisata, serta 

pendidikan yang mampu menyerap tenaga kerja secara konsisten, meskipun 

sempat terdampak pandemi pada 2020. 
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 Di sisi lain, Jawa Barat cenderung mencatat angka TPAK yang lebih 

rendah dibandingkan provinsi lain. Bahkan pada 2015 dan 2016, Jawa Barat 

hanya mencatatkan 60,34 persen dan 60,65 persen, angka yang merupakan 

titik terendah di Pulau Jawa. Meskipun demikian, tren positif mulai terlihat 

setelah 2017 dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 66,49 persen 

pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa industrialisasi di kawasan 

Bekasi, Karawang, dan sekitarnya semakin mampu menyerap tenaga kerja 

dalam beberapa tahun terakhir. 

 Jawa Tengah dan Jawa Timur menempati posisi menengah dengan 

angka yang relatif stabil. Jawa Tengah memulai periode dengan 69,68 

persen pada 2014, lalu meningkat hingga 71,72 persen pada 2023. 

Sementara Jawa Timur pada awalnya mencatat 68,12 persen, kemudian naik 

konsisten hingga 72,56 persen di akhir periode. Kedua provinsi ini 

memperlihatkan ketahanan pasar kerja yang kuat, didukung oleh kombinasi 

sektor pertanian, industri, dan perdagangan. 

 DKI Jakarta menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dibanding 

provinsi lain. TPAK sempat tinggi pada 2014 sebesar 66,61 persen, namun 

turun drastis ke 61,97 persen pada 2017, sebelum akhirnya kembali 

meningkat menjadi 65,21 persen pada 2023. Kondisi ini mencerminkan 

bahwa pasar kerja Jakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi 

nasional dan global, khususnya pada sektor jasa dan industri kreatif. 

 Sementara itu, Banten mencatat angka TPAK yang cenderung lebih 

rendah dan berfluktuasi di kisaran 62–64 persen. Meskipun terdapat 
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peningkatan kecil pada 2020 hingga 64,48 persen, angka tersebut tidak 

menunjukkan pergerakan signifikan dan justru sedikit menurun pada 2023 

menjadi 64,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan 

di Banten, yang bertumpu pada sektor industri dan jasa, masih sangat rentan 

terhadap kondisi ekonomi eksternal. 

 Secara umum, perbandingan antarprovinsi menunjukkan bahwa DI 

Yogyakarta dan Jawa Timur merupakan daerah dengan tren peningkatan 

TPAK paling konsisten, sementara Jawa Barat dan Banten masih 

menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas partisipasi kerja. Sementara 

itu, DKI Jakarta menempati posisi menengah dengan fluktuasi yang cukup 

tajam, sedangkan Jawa Tengah menunjukkan kestabilan dengan tren 

kenaikan moderat. 

 Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan 

mendasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun angka 

kemiskinan nasional cenderung menurun, Pulau Jawa sebagai pusat 

kegiatan ekonomi dan pemerintahan tetap menyimpan permasalahan 

ketimpangan sosial yang serius. Pulau Jawa yang menampung lebih dari 

separuh penduduk Indonesia memiliki dinamika pembangunan yang sangat 

cepat, namun masih menghadapi perbedaan tingkat kesejahteraan 

antarprovinsi. Hal ini menjadikan Pulau Jawa sebagai wilayah yang relevan 

dan strategis untuk diteliti lebih jauh terkait faktor-faktor yang 

memengaruhi kemiskinan. 
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 Berdasarkan uraian mengenai hubungan antara kemiskinan, 

penanaman modal asing (PMA), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), 

dan indeks pembangunan manusia (IPM), dapat disimpulkan bahwa 

kemiskinan merupakan fenomena ekonomi dan sosial yang kompleks serta 

multidimensional. Dari sisi makroekonomi, kemiskinan dapat ditekan 

melalui peningkatan investasi, khususnya penanaman modal asing, yang 

berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan 

kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, manfaat PMA 

hanya dapat dirasakan secara optimal apabila diiringi dengan pemerataan 

kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. 

 Dari sisi ketenagakerjaan, TPAK mencerminkan seberapa besar 

penduduk usia produktif yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Semakin 

tinggi partisipasi angkatan kerja, semakin besar peluang masyarakat untuk 

memperoleh penghasilan dan keluar dari jerat kemiskinan. Namun, apabila 

peningkatan TPAK tidak diiringi dengan tersedianya lapangan kerja 

produktif dan berupah layak, maka kemiskinan justru dapat tetap bertahan. 

Oleh karena itu, peningkatan TPAK harus diimbangi dengan peningkatan 

kualitas pekerjaan yang tersedia. 

 Sementara itu, dari sisi kesejahteraan masyarakat, IPM berperan 

sebagai indikator utama yang mencerminkan kemampuan individu dalam 

mengakses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. IPM yang 

tinggi menunjukkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan. 
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Dengan kata lain, peningkatan IPM menjadi fondasi penting dalam 

menciptakan masyarakat produktif dan sejahtera. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penurunan kemiskinan 

tidak dapat dicapai hanya melalui satu dimensi kebijakan, melainkan 

melalui sinergi antara peningkatan investasi asing (PMA), perluasan 

partisipasi tenaga kerja (TPAK), serta penguatan kualitas hidup masyarakat 

melalui peningkatan IPM. Ketiga variabel tersebut saling berhubungan dan 

membentuk sistem ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian 

dengan judul “Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014–2023” 

menjadi relevan untuk dilakukan, guna menganalisis secara empiris 

bagaimana ketiga faktor utama tersebut memengaruhi tingkat kemiskinan di 

wilayah dengan dinamika ekonomi paling aktif di Indonesia, yaitu Pulau 

Jawa. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan utama 

dalam penelitian ini adalah kemiskinan pada 6 provinsi di pulau jawa dalam 

periode tahun 2014-2023. Dengan demikian adapun batasan dan rumusan 

masalah dibuat untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak 

menyimpang dan tetap fokus pada pembahasan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Lokasi penelitian yaitu provinsi-provinsi di Pulau Jawa. 

2. Periode tahun pada penelitian ini adalah 2014-2023. 
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3. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; indeks 

pembangunan manusia, investasi penanaman modal asing, tingkat 

partisipasi angkatan kerja dan kemiskinan. 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, 

maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap 

kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023? 

2. Bagaimana pengaruh dari penanaman modal asing terhadap kemiskinan 

di pulau Jawa pada tahun 2014-2023? 

3. Bagaimana pengaruh dari tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap 

kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian yang akan diapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pengaruh dari indeks pembangunan manusia 

terhadap kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh dari penanaman modal asing terhadap 

kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh dari tingkat partisipasi angkatan kerja 

terhadap kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2014-2023. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Penulis  

 Penelitian ini memberikan ruang kepada penulis untuk menambah 

wawasan dan ilmu serta apa saja yang mempengaruhui pertumbuhan 

ekonomi di provinsi Yogyakarta. 

2. Manfaat Bagi Pemerintah  

 Penelitian ini bisa dijadikan acuan dan pertimbangan dalam membuat 

kebijakan untuk memajukan ekonomi di provinsi Yogyakarta. 

3. Manfaat Bagi Akademisi 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk 

penelitian yang lebih lanjut terhadap perekonomian di provinsi 

Yogyakarta. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan memuat tentang bagian-bagian yang disajikan 

pada  sebuah  penelitian  dalam  bentuk  narasi. Adanya  sistematika  

penulisan bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun 

penelitian ini. Pada penelitian ini, terbagi atas beberapa bagian dalam uraian 

penelitian yang disusun secara sistematis. Berikut merupakan sistematika 

penulisan pada penelitian ini: 

1. Bab I Pendahuluan 

 Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan 

yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Penjelasan 
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disampaikan dari kondisi umum hingga ke persoalan khusus yang ingin 

diteliti. Selain itu, bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan 

yang hendak dicapai, serta manfaat teoritis maupun praktis dari 

penelitian. Untuk memberikan gambaran awal bagi pembaca, bab ini 

juga menjelaskan batasan studi serta sistematika penulisan dari 

keseluruhan isi skripsi. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini menyajikan berbagai teori yang menjadi dasar untuk 

mendukung analisis penelitian. Kajian pustaka ini mencakup teori-teori 

relevan terkait Indeks Pembangunan Manusia, investasi, pengangguran, 

dan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, disertakan pula hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 

Penjelasan ini digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran serta 

merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. 

3. Bab III Metode Penelitian 

 Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam proses 

penelitian. Isi dari bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu pelaksanaan, jenis serta sumber data, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini juga mencantumkan 

definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan, termasuk 

indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  
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 Bab ini menyajikan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan 

data yang telah dikumpulkan. Hasil tersebut disajikan dalam bentuk 

tabel, grafik, atau uraian deskriptif, kemudian dianalisis dan 

dibandingkan dengan teori maupun temuan penelitian sebelumnya. 

Pembahasan dalam bab ini memberikan pemahaman mendalam tentang 

keterkaitan antara variabel-variabel penelitian dan menginterpretasikan 

signifikansi hasil temuan. 

5. Bab V Penutup 

 Bab terakhir ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Simpulan disajikan secara ringkas namun padat. Selain itu, disampaikan 

pula saran-saran yang bersifat praktis maupun akademis, baik bagi 

pemerintah, pelaku kebijakan, maupun peneliti selanjutnya yang ingin 

melanjutkan kajian serupa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Bab ini menyimpulkan bahwa kemiskinan di Pulau Jawa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor utama yang diteliti melalui pendekatan regresi data panel dengan Fixed 

Effect Model. Berdasarkan hasil estimasi, variabel Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai 

koefisien sebesar –0,08083 dan probabilitas 0,0212 (< 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa peningkatan IPM yang mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, 

kesehatan, dan standar hidup masyarakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

secara nyata. Temuan ini sejalan dengan teori human capital yang menekankan bahwa 

peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas, 

pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan 

kemiskinan. 

 Sementara itu, variabel Penanaman Modal Asing (PMA) yang diukur melalui 

LOG(PMA) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,005839 dengan probabilitas 

0,8295 (> 0,05), yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil 

ini mengindikasikan bahwa masuknya investasi asing belum mampu secara langsung 

menurunkan kemiskinan, kemungkinan karena masih terpusat pada sektor tertentu, 

kurang menyerap tenaga kerja miskin, atau belum merata secara spasial. Selanjutnya, 

variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan pengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien –0,01081 dan 

probabilitas 0,1479 (> 0,05). Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun partisipasi 
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angkatan kerja meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan 

kualitas pekerjaan dan pendapatan yang memadai untuk menekan kemiskinan. Variabel 

jumlah penduduk sebagai variabel kontrol yang direpresentasikan dengan LOG(PDD) 

menunjukkan koefisien –0,71078 dengan probabilitas 0,176 (> 0,05), yang berarti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, meskipun arahnya negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar tidak selalu meningkatkan 

kemiskinan apabila diiringi dengan pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan 

kualitas populasi. 

 Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor kualitas 

manusia memiliki peran paling krusial dalam menekan kemiskinan dibandingkan faktor 

investasi, partisipasi tenaga kerja, maupun jumlah penduduk. Oleh karena itu, kebijakan 

pemerintah daerah maupun nasional perlu difokuskan pada peningkatan IPM melalui 

pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan standar 

hidup masyarakat miskin. Selain itu, dibutuhkan optimalisasi PMA agar lebih inklusif 

dan berpihak pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas angkatan kerja 

melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, serta pengelolaan potensi jumlah 

penduduk secara produktif. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan di Pulau 

Jawa akan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan temuan empiris 

penelitian ini. 

H. Keterbatasan dan Saran 

 Penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

terhadap kemiskinan di Pulau Jawa ini menyajikan temuan penting, namun tetap 

memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasil 
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penelitian. Pertama, keterbatasan muncul dari pemilihan variabel independen yang 

hanya mencakup tiga indikator utama. Kemiskinan merupakan fenomena 

multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, 

investasi, dan partisipasi tenaga kerja, tetapi juga oleh variabel lain seperti 

pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, ketimpangan 

pendapatan, dan kualitas infrastruktur. Variabel-variabel tersebut tidak dimasukkan ke 

dalam model karena keterbatasan ketersediaan data panel yang konsisten pada rentang 

waktu penelitian. Konsekuensinya, model mungkin belum sepenuhnya menjelaskan 

variasi kemiskinan secara komprehensif. Kedua, penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kualitas hasil penelitian 

sangat bergantung pada akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data dari lembaga 

tersebut. Ketidaksesuaian antarperiode, revisi data, atau perubahan metode pencatatan 

statistik dapat memengaruhi reliabilitas estimasi. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus 

pada Pulau Jawa. Meski Pulau Jawa mewakili pusat ekonomi Indonesia, karakteristik 

kemiskinan di wilayah ini berbeda dengan wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, 

Nusa Tenggara, atau Papua yang memiliki struktur ekonomi, distribusi penduduk, dan 

tingkat pembangunan yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasikan secara langsung ke seluruh wilayah Indonesia. 

 Berdasarkan keterbatasan yang ada diatas terdapat saran yang dapat peneliti 

berikan dengan tujuan untuk meningkatkan penelitian selanjutnya untuk masa 

mendatang. Saran diberikan juga bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat 

dan memberikan kontribusi yang lebih untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut:  

1. Bagi instansi atau pemerintah 



117 
 

 

 

 Pemerintah diharapkan memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan 

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan perspektif 

Human Capital Theory. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses 

dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat 

agar peningkatan IPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar 

berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat 

miskin. Pemerintah juga perlu mengarahkan Penanaman Modal Asing (PMA) 

pada sektor-sektor yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, sesuai 

dengan kerangka teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, sehingga investasi yang 

masuk memberikan dampak yang lebih inklusif. Selain itu, kebijakan 

ketenagakerjaan harus difokuskan pada peningkatan partisipasi dan kualitas 

tenaga kerja melalui pelatihan vokasional, sertifikasi kompetensi, dan 

peningkatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri agar TPAK 

dapat benar-benar menurunkan tingkat kemiskinan. 

 

 

2. Bagi peneliti atau akademisi 

 Penelitian dalam masa mendatang diharapkan dapat menggunakan variabel 

yang berbeda seperti penanaman modal dalam negeri, tingkat pengangguran dan 

faktor ekonomi yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambabran 

yang lebih luas terhadap kemiskinan. Selain itu objek yang pada penelitian ini 

hanya mencakup Pulau Jawa dan dalam periode hanya pada tahun 2014-2023 

diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk memperluas objek penelitian dan 

periode waktu. Sehingga dapat diperoleh perspektif yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya.
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